Kementrian Desa i Kabupaten Wonogiri
Pembangunan Daerah Kecamatan Eromoko
Tertinggal dan Transmigrasi ' Desa Pasekan

DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO
KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jatiharjo RT 001/006




1} |

CEKLIS KELENGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2023
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
KABUPATEN WONOGIRI

1 Berita Acara dan Daftar Hadir Musyrah Pembentukan
" |Tim Penyusun RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)

2. |Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.

3. JRencana Kerja dan Tindak Lanjut.

4. |Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.

5. |Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan
Pembangunan Desa.

6 Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan

" |Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2023.

7. |Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilah Berdasarkan Tujuan
SDGs Desa.

8. |Daftar Rencana Kerja Sama Desa.
a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

9. |Rancangan RKP Desa Tahun 2023.

10. |Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.

11. |Gambar Desain dan RAB Kegiatan.

12. |Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2024.

13. |Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun
2023.

14. |Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang
Perencanaan Desa.

15. |Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.
(Notulen dan Daftar Hadir)

16. |Dokumen Pandangan Resmi BPD.

17.]Rancangan RKP Desa Tahun 2023. (Hasil Musdes
Perencanaan Desa)

18. |Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa
Desa RKP Desa.

19.|Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.

20. |Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.

21.|Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (Notulen dan
Daftar Hadir)




\y

22.

Rancangan RKP Desa Tahun 2023. (Hasil Musrenbang Desa
yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas)

23.

Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang
Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

24,

Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan
Pengesahan RKP Desa. (Notulen dan Daftar Hadir)

23,

Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun
2024,

26.

Peta Desa.

27

Dokumentasi Kegiatan

Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Penyusunan Rancangan RKP Desa.

Musdes Perencanaan Desa.

Musrenbang Desa RKP Desa.

AN EHEE

Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.




i»

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas
limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan
penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai
tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam
melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran

guna mewujudkan pembangunan Desa Pasekan Yang Terarah Dan
Berkesinambungan Melalui Mekanisme Yang Berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa,
PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi
tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan
‘Pembangunan Desa;

- pencermatan ulang RPJM Desa;

- penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;

- Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa;
dan

6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP

Desa.

0 AW

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa
merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh
Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan
masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga
masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu
sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Pasekan adalah sebagai
penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan
pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta
tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Pasekan adalah sebagai
berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan
pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;

2. Menjamin  sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian;
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3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Pasekan dengan rencana
pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri;

4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan
penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Pasekan
selama satu tahun; dan

S. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong
masyarakat Desa Pasekan

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Pasekan kami buat,
besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
desa Pasekan ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan
transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi

pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Pasekan
secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.




i

6 Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7 Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan
SDGs Desa.

8 Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.

9 Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

10 Rancangan RKP Desa Tahun 2023.

11 Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.

12 Gambar Desain Kegiatan.

13 Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

14 Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.

15 Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.

16 Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa.

17 Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen
dan Daftar Hadir. :

18 Dokumen Pandangan Resmi BPD.

19 Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa
tahun 2023.

20 Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.

21 Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.

22 Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan
Daftar Hadir.

23 Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa
tahun 2023.

24 Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa
Tahun 2024.

25 Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan
dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan
Daftar Hadir.

26 Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.

27 Peta Desa.
28 Dokumentasi Foto Kegiatan.
a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
C. Musdes Perencanaan Desa.
d. Musrenbang Desa RKP Desa.
e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.
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KEPALA DESA PASEKAN

PERATURAN DESA PASEKAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKAN

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa
dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
oleh kepala Desa dan ketua BPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Tahun 2023;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539):




10.

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Repblik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Renublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):




19.

20.

21,

22,

23.

24,

25;

26.

27,

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1424);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 138);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(Berita Daerah Kabupnaten Wonoeiri Tahun 2017 Nomor 3):
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2017 Nomor 22);

Peraturan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun
2020 - 2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor 4;

Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 tahun 2021 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Pasekan Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Desa Pasekan Nomor 3 tahun 2021 tentang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa
Pasekan Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN
dan

KEPALA DESA PASEKAN
MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN DESA PASEKAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO TAHUN ANGGARAN 2023

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2. Kecamatan adalah Kecamatan Eromoko

3. Desa adalah Desa Pasekan

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat
Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau
diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

RKP Desa Pasekan Tahun 2023 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa
Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogri selama kurun waktu 1 (satu) tahun,

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini. -

Pasal 3

RKP Desa Pasekan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman
dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

RKP Desa Pasekan Tahun 2023 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan
kegiatan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu satu
tahun ke depan dan menjadi acuan desa dalam penyusunan APBDDesa, yang disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN




Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

Bab ini menguraikan tentang Visi-Misi Kepala Desa, Gambaran Umum Sosial
Budaya, Gambaran Umum Kemiskinan, Gambaran Umum Ekonom dan
Gambaran umum infrastruktur.

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa
Tahun sebelumnya, Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa, Identifikasi
masalah berdasarkan RPJM Desa, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan
atau kerusahan sosial yang berkepanjangan, dan Identifikasi Masalah
berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala
Desa Tahun Anggaran 2023, Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul,
Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP
Desa.

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa,

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa
Tahun 2023.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara
transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta
dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7
RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati bersama
dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Pasekan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




(L]

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa Pasekan terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di Pasekan

Diundangkan di Pasekan
pada tanggal 29 September 2022

A \
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LAMPIRAN : PERATURAN DESA PASEKAN
NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang ~ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam
pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah
Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan
mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan
transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan
Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta
partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilaj
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan
nardamainm Aan randilam annial

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan
tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “terwufudnya Desa yang maju,
mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.” Bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan
. penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat
rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan
supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal
yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari




Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan
dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan
satusatunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai
sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati
oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh

Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris
Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan
dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-
satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai
pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

S Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;

6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

8 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 3);

9 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
WAanamrm Tahiin IN17 Namar OO).



10 Peraturan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Nomor 4 Tahun 2020

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan
Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor 4;

" 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKP Desa Pasekan Tahun 2023 adalah

. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang

menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa,
perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan

. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi

penyelenggaraan pemerintahan di desa Pasekan Tahun 2023

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Pasekan Tahun 2023 adalah
sebagai berikut :

. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Pasekan Tahun 2022 (n-1)

serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2023 (tahun n) dengan
memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.

- Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Pasekan Tahun 2023 ke

dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun

. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Pasekan

yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun
2023

1.4. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Pasekan Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan
sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai

berikut:

: 1.
2.

o bW

pembentukan tim penyusun RKP Desa;
pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan
Pembangunan Desa:

- pencermatan ulang RPJM Desa;
- peényusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
- Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP

Desa: dan
musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-
RKP Desa.



1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun 2023
v adalah sebagai berikut :

BAB1I PENDAHULUAN
. 1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
1.5. Sistematika Penyusunan

BAB I GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
2.1. Visi — Misi Kepala Desa.
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya

3.2. Evaluasi IDM dan laju pencapaian SDGs Desa.
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain:

bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang

berkepanjangan.
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran
2023.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.

4.5.Kebijakan Keuangan Desa.
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN




BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh
rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap
dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Pasekan Disamping Merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, Juga
Diintegrasikan Dengan Keinginan Bersama Masyarakat Desa Untuk Mengatasi Permasalahan
Yang Ada Dan Pengembangan Desa Ke Depan,

dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW
sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Pucung, sebagai berikut:

““BERSAMA MASYARAKAT DESA, LEMBAGA MASYARAKAT DESA, LEMBAGA
PEMERINTAH DESA, PEMERINTAH DESA, MEMBANGUN PASEKAN.”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya
sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Pasekan Merupakan Penjabaran Lebih Operasional
Dari Visi. Penjabaran Dari Visi Ini Diharapkan Dapat Mengikuti Dan Mengantisipasi Setiap
Terjadinya Perubahan Lingkungan Di Masa Yang Akan Datang Dari Usaha-Usaha Mencapai Visi
Desa Pasekan.

Dalam meraih visi Desa Pasekan Seperti Yang Sudah Dijabarkan Diatas Dengan
Mempertimbangkan Potensi Dan Hambatan Baik Internal Maupun Eksternal, Maka Disusunlah
Misi Desa Pasekan Diantaranya:

1. Membenahi dan melanjutkan program-program periode sebelumnya yang belum
. diselesaikan;

2. Mewujudkan pelayanan prima;

3. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur Pemerintah Desa;

4. Pengembangan dan Peningkatan Kulitas Sumber Daya Manusia.

5. Meningkatkan ketentraman dan keamanan di Desa;

6. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat;

8. meningkatkan keimanan,ketagqwaan dan kerukunan antar umat beragama.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA
a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, berdasarkan
data Profil Desa tahun 2022 sebesar 3820 jiwa yang terdiri dari 1894 laki laki dan
perempuan 1926 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:
Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

Prosen

’ No. |Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah |[tase
(%)

1. <1 tahun 48 Jiwa 54 Jiwa 102 Jiwa 2,67

2 1-4 67 Jiwa 42 Jiwa 109 Jiwa 2,85




4, 15-39 925 Jiwa 870 Jiwa 1795 Jiwa 46,99

5. 40 - 64 297 Jiwa 334 Jiwa 631 Jiwa 16,562
6. | 65 tahun ke atas 313 Jiwa 345 Jiwa 658 Jiwa 17.23
Jumlah 1894 Jiwa 1926 Jiwa 3820 Jiwa |100,00

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin
meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

2020 2021 2022
Klasifikasi %
L P L o L [
Usia Kerja 1745 1786 1737 1802 1759 1830 0,81
Angkatan Kerja 1390 1402 1389 1408 1446 1485 2.38
Mencari Kerja 80 99 83 101 91 109 5,36

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022
b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan
kuantitas pendidikan. Di Desa Pasekan, masih terdapat 194 orang perempuan yang belum
tamat SD dan 155 orang laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan
No. Pendidikan L P Jumiah
1. |Tidak Tamat SD 155 194 349
2. |Tamat SD 330 336 666
3. |Tidak TamatSLTP | 325 305 | 630
4, |Tamat SLTP 374 385 759
5 Tamat Akademi / 12 100 212
PT
Jumiah 1296 1320 2616

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

sedangkan Fasilitas dan akses pendidikan Selengkapnya sebagaimana dalam tabel
berikut:
Tabel 4
Akses Pendidikan

Waktu Tempuh

No | Jenis Pendldlkan: Jumlah Sekolah Jarak Terdekat Terdekat

1. |Pos PAUD di Desa 2 Buah 200 m 5 menit




3. |SD/MI 3 Buah 2000 m 10 menit
4. |SMP/MTS 2 Buah 5000 m Z0 menit
5. |SMU/MA / SMK 0 Buah 12000 m 60 menit

Sumber Data IDM Tahun 2022

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Pasekan, masih

terdapat kondisi kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian, Selengkapnya
sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5
Tingkat Kesehatan
URAIAN 2020 2021 2022
% Penolong Balita :
Tenaga Kesehatan 100 Persen 100 Persen 100 Persen |
Angka Kematian
Bagi (IMR) 0 Persen 0 Persen 0 Persen
Angka Kematian
Ibu Melahirkan 0 Persen 0 Persen 0 Persen
(MMR)
Cakupan Imunisasi 130 jiwa 140 jiwa 167 jiwa
Balita Gizi Buruk 3 jiwa 2 jiwa 1 jiwa
Balita Stunting 12 Jiwa 10 Jiwa 9 Jiwa

Sumber Data IDM dan profil desa Tahun 2022

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN
a. Berdasarkan Data Kemiskinan Partisipatif

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Pasekan sejumlah 1385
KK, yang tersebar hampir merata di 13 dusun.

Kategori 2020 2021 2022
Sangat Miskin 29|KK 29(KK 29|KK
Hampir Miskin 801|KK 820|KK 816|KK
Miskin 274|KK 289|KK 289|KK
Kaya 240|KK 241|KK 241|KK
Sangat Kaya 10|KK 10|KK 10|KK
JUMLAH 1354|KK 1389|KK 1385|KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun

. Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Pasekan sejumlah
22,82 %, dari jumlah keluarga, sedangkan kondisi rumah layak huni bagi warga yang
belum punya rumah permanen sebanyak 40,55% dari seluruh keluarga.

PROSENTASE KEMISKINAN KONDISI RUMAH LAYAK HUNI




KELUARG
A MAMPU
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c. Kemiskinan Ekstrim

Kemiskinan Extrim adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer
manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat

tinggal, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada
pendapatan, tetapi ketersediaan jasa juga.

untuk mendapatkan jumlah data kemiskinan extrim secara lengkap by name by address,
desa telah melakukan pendataan mikro berbasis SDGS Desa pada tahun 2021, dengan

data sebagai berikut :

PUNYA
RUMAH
44%

NO SASARAN CAPAIAN DATA SDGS DESA

1.|Tingkat kemiskinan

desa mencapai 0% |N/A % N/A jiwa
2.|Tingkat kemiskinan

ekstrem desa

mencapai 0% N/A % N/A jiwa
3.|Keluarga miskin

dengan kondisi

rumah tidak kumuh

objektif N/A % N/A keluarga

'2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI
Tabel 6

Tabel Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Desa Pasekan Tahun 2022

Produksi Per Tahun
No. Komoditas
Satuan Tahun 2022
1. Tanaman
Pangan
Padi Ton 5
Jagung Ton 6
Ubi Kayu Ton 12
Buncis Ton -
2. |Buah-buahan -
Mangga Ton S
Alpukat Ton 0
Pisang Ton 3
‘ 3. |Perkebunan -
Kelapa Ton 2
. Karet i
Kopi -
4. |Peternakan -
Sapi Ekor 1.436
Kerbau 5
Kambing Ekor 1.836




Empang - 5
Keramba - -
Tambak - -

-

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Pasekan sebagai

berikut:
Tabel 7
Tabel Kondisi infrastruktur Jalan
Desa Pasekan Tahun 2022
Kondisi Jumlah
No Uraian . Rusak | Panjang
Baik™ | om Jalan

1| Jalan Desa - -
- Aspal 1.400 - 1.400

- Rabat Cor 28.350 | 1.500 | 29.850
Beton

- Tanah - - -

2 | Jalan Antar Desa = pr
- Aspal 10.225 -] 10225

- _abat Cor 1500 | 1.000| 2500
Beton
- Tanah - - -
Tabel 8
Tabel Kondisi infrastruktur Umum
' Desa Pasekan Tahun 2022
Kondisi
No Uraian Baik (M) R:n':;:k Jumlah | Satuan
1. |Kantor Desa 1,00 - 1,00 | Unit
Prasarana
2. - - 3
Umum
0 |a. Talud Jalan 1.500,00 | 2.000,00| 3.500,00 | m
0 b. Jembatan - - - | Buah
0 c. Dst - - - -
3 Prasarana ) ) ) i
" |Pendidikan
o [* Perpustakaan 1,00 . 1,00 | Buah
Desa
b. Gedung
2,00 1,00 3,00 | Buah
O |sekolah PAUD %
c. Gedung
2,00 - 2,00 | Buah
O |Sekolah TK He
d. Taman
¢ 0 Pendidikan Al 12,00 - 12,00 | Buah
Qur’an
' o [¢ Gedung 3,00 - 3,00 | Buah
SD/Sederajat
f. Gedung
0 |[Sekolah 2,00 - 2,00 | Buah
SMP/Sederajat
g. Gedung
0 Sekolah - - - | Buah




h. Gedung

v Perguruan Tinggi i i - | Buah
4 Prasarana i i i i
" __|Kesehatan
0 a. Puskesmas 1,00 - 1,00 -
0 b. Poskesdes - - - | Buah
0 c. Posyandu 8,00 - 8,00 | Buah
0 d. Polindes - - - | Buah
0 Je. MCK 2,00 - 2,00 | Buah
g | Tamna.Ai 3,00 - 3,00 | Buah
Bersih
4 Prasarana i i i i
" |Ekonomi
0 a. Pasar Desa 1,00 - 1,00 | Buah
0 b. Kios desa 9,00 4 9,00 | Buah
0 i oo - - - -
5 Prasarana i i i i
" |Ibadah
0 |a. Mesijid 9,00 - 9,00 | Buah
0 |b. Mushola 4,00 = 4,00 | Buah
0 c. Gereja 1,00 - 1,00 | Buah
0 d. Pura - - - | Buah
0 e. Vihara - - - | Buah
0 f. Klenteng - - - | Buah
Prasarana
6. - - - =
Umum
0 |a. Olahraga 6,00 2,00 8,00 | Buah
b.
0 |Kesenian/buday 3,00 - 3,00 | Buah
a
p |° Baa 12,00 . 12,00 | Buah
pertemuan
0 d. Sumur desa - - - | Buah
0 e. Pasar desa 1,00 - 1,00 | Buah
0 f. ... - - - -




BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh
internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan

secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara

tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada
akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi
obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya
manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara
lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat
guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten

Eromoko, Dikelompokkan Menjadi Beberapa Permasalahan Penting Berdasarkan 4 (Empat) Aspek,
Sebagai Berikut:

3.1 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanan RKP tahun
lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi ,
ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya
mengenahi pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

3.1.1.Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

RKP Desa Tahun Sebelumnya
No. ) evaluasi
Program/Kegiatan Lokasi Anggaran
Penyediaan .
) Desa Perlu peningkatan
- .800.0
Penghasilan Tetap dan Pasekan 52.800.000,00 Anggaran

Tunjangan Kepala Desa

Penyediaan
_ |Penghasilan Tetap dan i 406.740.000,00 g
Tunjangan Perangkat

Desa

Penyediaan Jaminan
- |Sosial bagi Kepala Desa - 18.036.960,00 -
dan Perangkat Desa

Penyediaan
_ |Operasional Pemerintah ) 35.385.000,00 -
Desa (ATK, Honor

PKPKD dan PPKD dlj)

. | Penyediaan Tunjangan - 56.700.000,00 -
BPD

Penyediaan

Operasional BPD

- |(rapat, ATK, Makan - 970.000,00 =

Minum, Pakaian

Seragam, Listrik dll)

Penyediaan

- |Insentif/ Operasional - 153.600.000,00 -

RT/RW

Penyediaan Tambahan
- |Tuniangan Kepala Desa - 65.370.000,00 -




Penyediaan Sarana
(Aset Tetap)
Perkantoran/Pemerinta
han

1.800.000,00

Penyusunan,
Pendataan, dan
Pemutakhiran Profil
Desa **)

2.000.000,00

Pemetaan dan Analisis
Kemiskinan Desa
secara Partisipatif

3.000.000,00

Penyelenggaraan
Musyawarah
Perencanaan
Desa/Pembahasan
APBDes (Reguler)

4.000.000,00

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Desa
(RPJMDesa/RKPDesa
dl)

1.000.000,00

Penyusunan Dokumen
Keuangan Desa
(APBDes, APBDes
Perubahan, LPJ dll)

3.000.000,00

Pengelolaan
Administrasi/
Inventarisasi/Penilaian
Aset Desa

1.500.000,00

Penyusunan Kebijakan
Desa (Perdes/Perkades
selain
Perencanaan/Keuanga
n)

1.000.000,00

Penyusunan Laporan
Kepala Desa, LPPDesa
dan Informasi Kepada
Masyarakat

2.000.000,00

Pengembangan Sistem
Informasi Desa

3.300.000,00

Sertifikasi Tanah Kas
Desa

13.000.000,00

3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

NonFormal Milik Desa
(Honor, Pakaian dli)

No. Program/Kegiatan Lokasi Anggaran evaluasi
Penyelenggaran
PAUD/TK/TPA/TKA/TP
- |Q/Madrasah 31.800.000,00

tas/Peningkatan /Penge

Penyelenggaraan

- |Posyandu (Mkn 20.370.000,00
Tambahan, Kls Bumil,

_ |Pembangunan/Rehabili 462.000.000,00




Pembangunan /Rehabili

38.500.000,00

Pembangunan/Rehabili
tasi/Peningkatan
Prasarana Jalan Desa
(Gorong, selokan dli)

10.000.000,00

Dukungan

66.000.000,00

Pembangunan/Rehabili
tasi/Peningkatan
Jaringan Listrik GAKIN

3.000.000,00

Penyelenggaraan
Informasi Publik Desa
(Poster, Baliho DIl)

1.380.000,00

3.1.3.Bidang Pembinaan Masyarakat

No.

Program/Kegiatan

Lokasi

evaluasi

Penyelenggaran
Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan
Kegamaan (HUT RI,
Raya Keagamaan dll)

1.700.000,00

Pembangunan/Rehabili
tasi/Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kepemudaan &
Olahraga Milik Desa

2.750.000,00

Pembinaan
LKMD/LPM/LPMD

3.000.000,00

Pembinaan PKK

10.000.000,00

Dukungan
Peningkatan Peran dan
Fungsi Kader
Pemberdayaan

Masyarakat Desa

5.000.000,00

3.1.4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.

Program /Kegiatan

Lokasi

evaluasi

Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (alat
produksi/pengelolaan/

penggilingan)

14.000.000,00

Pelatihan /Bimtek/Peng
enalan Tekonologi
Tepat Guna untuk
Pertanian /Peternakan

3.500.000,00

Pembangunan Saluran
Irigasi

Tersier /Sederhana

45.000.000,00




Bimtek/Pelatihan /Peny
uluhan untuk
Pertanian/Peternakan

4.000.000,00

Pembangunan /Rehabili
tasi/Peningkatan
Sumur Bor/ Sumur
Pompa untuk Lahan
Pertanian

60.000.000,00

Peningkatan Kapasitas
Kepala Desa

3.000.000,00

Peningkatan Kapatitas
Perangkat Desa

2.000.000,00

Kegiatan
Penanggulanan
Bencana

66.000.000,00

Penanganan Keadaan
Darurat

418.739,00

Penanganan Keadaan
Mendesak

331.591.314,00

Desa Tanpa Kemiskinan

n/a

1.1

Tingkat kemiskinan desa
mencapai 0%

n/a

Jiwa

1.2

Tingkat kemiskinan ekstrem
desa mencapai 0%

n/a

Jiwa

2.1

Prevalensi kurang gizi, kurus,
stunting, anemia
turun menjadi 0%

100,00

Jiwa

2.3

Ada kawasan pertanian
pangan berkelanjutan

26,32

5,00

RT

3.1

BPJS Kesehatan mencapai
100% penduduk

40,39

1.542,00

Jiwa

3.2

Unmet need pelayanan
kesehatan mencapai 0%

27,48

892,00

Jiwa

3.4

Angka kematian ibu per 100
ribu kelahiran hidup
mencapai 0

n/a

Jiwa

3:9

Angka kematian bayi per
1000 kelahiran hidup
mencapai 0

n/a

Jiwa

3.7

Prevalensi HIV, TBC, tekanan
darah tinggi,

obesitas, narkoba mencapai
0%

99,97

1,00

Jiwa

3.11

Korban penyalahgunakan
NAPZA (narkoba)

100% ditangani panti
rehabilitasi sosia

n/a

kasus

4.1.1

Akses anak ke SD/MI|
berakreditasi minimal B
mencapai 100%

96,51

1.328,00

Keluarga

4.1.2

Akses anak ke SMP/MTs
berakreditasi minimal B
mencapai 100%

96,15

1.273,00

Keluarga

4.1.3

Akses anak ke SMA/MA
berakreditasi minimal B
mencapai 100%

92,51

Jiwa

4.2

Akses anak ke pesantren
mencapai 100%

21,58

1,00

Jiwa
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4.4.3

APM SMA/MA laki-laki dan
perempuan mencapai 100%

0,70

20,00

Tahun

4.6.1

Rata-rata lama sekolah
penduduk >20 tahun
mencapai 12 tahun

65,26

2,00

Jiwa

4.6.2

Rata-rata lama sekolah
penduduk mencapai 12
tahun

65,26

5.3

Prevalensi kasus kekerasan
terhadap anak perempuan
mencapai 0%

100,00

5.5

Median usia kawin pertama
perempuan (pendewasaan
usia kawin pertama) di atas
18 tahun

100,00

1.333,00

Keluarga

5.7

APK
SMA/SMK/MA/sederajat
mencapai 100%

0,70

Ke!uarga

5.8

Persentase jumlah
perempuan di Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD) dan perangkat desa
minimal 30%

5.9

Persentase jumlah
perempuan yang menghadiri
musdes dan berpartisipasi
dalam pembangunan desa
minimal 30%

100,00

91,00

Jiwa

6.1.1

Akses terhadap layanan air
minum layak mencapai 100%
keluarga

99,35

6.1.2

Akses terhadap sanitasi
layak mencapai 100%
keluarga

80,74

33,00

km

6.2

Keluarga dan industri yang
dilayani air baku mencapai
100%

99,20

RT

6.3

Keluarga dan industri
pengguna fasilitas air limbah
dan lumpur tinja mencapai
100%

8,43

6.4

Kualitas sumber air tidak
berwarna, tidak berbau,
tidak berasa di seluruh RT

94,74

3,00

Jiwa

6.12

Air danau dan sungai tidak
berwarna, tidak berbau,
tidak berasa

100,00

9,00

RT

7.1

Keluarga pengguna listrik
mencapai 100% dengan
konsumsi >1.200 KwH/kapita

96,88

2,00

RT

7.2

Keluarga pengguna gas atau
sampah kayu untuk
memasak mencapai 100%

99,93

9,00

RT

7.4

Keluarga pengguna minyak
untuk transportasi dan
memasak <50%

100,00

8.1

PDB Desa rata-rata di atas
Rp 30 juta

23,47

8.2

Pekerja sektor formal
minimal 51%

12,90

2,00

RT

Toavdamab alican maveaadalan




.| Tingkat penganiie {
A
100%

W

m2

4,41

ha

9.2

Dermaga/tambatan perahu
kondisi baik mencapai 100%

N/A

Ekor

9.5

Industri yang mencemari
udara mencapai 0%

N/A

10.1

Koefisien Gini desa di bawah
0,200

20,10

Kasus

10.3

Indeks kebebasan sipil
mencapai skor 100%

100,00

7,00

Jiwa

10.4

Jumlah pekerja peserta BPJS
Ketenagakerjaan mencapai
100%

18,66

3,00

Jiwa

11.1

Rumah kumuh mencapai 0%

91,57

13.2

Pengamanan dilaksanakan
di 100% RT

47,28

1,00

Kerjasam

11.3

Keluarga, orang tua,
perempuan dan difabel
pengguna moda transportasi
umum >50%

18,28

0,50

Data dan

115

Swasta dan organisasi
kemasyarakatan cangkrukan
untuk pembangunan desa

100,00

11.7

Tersedia peringatan dini
bencana

10,53

658,00

Jiwa

11.9

Terdapat pengolahan
sampah dan penanganan
sampah keluarga mencapai
100%

0,22

4,00

Musdes

11.10

Terdapat taman/lapangan di
desa

47,37

1,00

Peta desg

12.2

Tersedia unit pengolah
sampah

10,53

13.2

Penanganan/mitigasi
bencana mencakup 100%
terhadap peluang
kebencanaan tiap RT

7,41

14.3

Luas kawasan konservasi
perairan minimal 33% dari
luas desa

N/A

15.3

Luas lahan hutan rusak dan
lahan kritis di hutan
mencapai 0%, pemanfaatan
kayu dari hutan yang
direstorasi

78,95

15.5

Peningkatan satwa yang
terancam punah >50%

N/A

16.1

Kriminalitas, perkelahian,
KDRT, kekerasan terhadap
anak mencapai 0%

100,00

Kejadian

16.2

Terselenggara gotong
royong antar penduduk
berbeda agama, ras,
golongan

23,77

776,00

Jiwa

16.3

Pekerja anak mencapai 0%

100,00

liwa

16.4

Perdagangan manusia

mencapai 0%

100,00

Kasus




Laporan
pertanggungjawaban Kades
dan laporan keuangan
16.7 diterima dalam Musdes 100,00
SOTK pemerintahan desa
sesuai peraturan yang
16.8 berlaku 77,78

1,00 | Laporan -

7,00 | Jiwa -

Tingkat kepuasan layanan
16.9 pemerintah desa tinggi 100,00 104,00
Perempuan dalam BPD dan
perangkat desa mencapai

16.10 |minimal 30% 66,67

Jiwa -

3,00 | Jiwa -

Indeks lembaga demokrasi,
kebebasan sipil, dan hak
16.11 |politik mencapai 100% 100,00 3,00 | Jiwa

Penanganan terhadap
aduan pelanggaran karena
suku, agama, ras, dan
16.13  |golongan mencapai 100% N/A - | RT

Rasio penerimaan
perpajakan terhadap PDB
17.1 Desa di atas 12% per tahun 7,84 1,00 | Kerjasam

Terdapat kerja sama desa
dengan desa lain, pihak
ketiga, dan lembaga

17.2 internasional 100,00 0,50 | Data dan -

Tersedia data statistik desa
setiap tahun, aplikasi

statistik dan petugas bidang
17.6 statistik di desa 50,00 658,00 | Jiwa -

Kegiatan tolong menolong
yang didasarkan pada ajaran
18.1 agama 20,15 2,00 | RT -

Tokoh agama berpartisipasi
dalam musdes dan
implementasi pembangunan

18.2 desa 100,00 . . .
Pelaksanaan musdes
18.5 minimal 4 kali setahun 100,00 g - =

Tersedia dokumen
18.6 RPJMDes, RKPDes, APBDes 33,30 - - -

Tersedia peta batas desa
yang telah ditetapkan oleh
18.7 bupati/walikota 100,00 : - -

Budaya yang dilestarikan
mencapai 100%, lembaga
18.9 adat aktif 10,53 - - -

Penyelesaian masalah sosial
melalui pendekatan budaya
18.10 |[>50% N/A : - %

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif

2. Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi
masyarakat, dan
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.




- Pemahaman dan penyadaran masyarakat desa tentang hukum masih kurang

- Pengelolaan dan penataan tanah kas desa yang belum optimal

- Peran masyarakat dalam pembangunan dan gotong royong belum optimal

- Kesehjateraan dan Operasional Kepala Desa masih belum baik

- Kesehjateraan dan Operasional Perangkat Desa masih belum baik

- Kepala Desa dan Perangkat desa membutuhkan Jaminan Kesehatan

- Operasional Pemerintah desa masih minim, dan mempengaruhi pelayanan
masyarakat

- Kesehjateraan dan Operasional BPD masih belum baik

- Kesehjateraan dan Operasional BPD masih belum baik

- Pelayanan Kewilayahan membutuhkan peran optimal dari RT/RW

Kesehjateraan dan Operasional Kepala Desa dan perangkat desa masih belum baik

Ada 2 orang perangkat desa yang akan purna tugas, dan berhak menerima
penghargaan dari desa

Banyaknya Pekerjaan Pemerintah desa yang kurang maksimal, sehingga
membutuhkan Staff / Tenaga Kontrak Desa
Pelayanan dan Kesehjateraan Guru T K/PAUD kurang mendapatkan perhatian

- Sarana Prasarana PAUD berupa APE belum layak

Gedung PAUD dan TK di dusun 0 Masih belum layak

- Kontingen seni dalam mengikuti perlombaan membutuhkan pembinaan dan
penganggaran

- Kontingen olah raga dalam mengikuti perlombaan membutuhkan pembinaan dan
penganggaran

- PKK kurang optimal dalam menjalankan program kerjanya, di karenakan minim
anggaran

- Lembaga Desa kurang optimal dalam menjalankan program kerjanya, di

karenakan minim anggaran

Masyarakat membutuhkan peralatan pertanian, untuk meningkatkan

produktivitasnya

- lIrigasi di dusun Kajar mulai rusak

- Petani Kurang mendapatkan air saat musim kemarau

- Kepala Desa kurang memahami regulasi dan belum punya program dan kebijakan

- Banyak perangkat desa yang belum memhami tupoksi

- Banyak BPD yang belum memhami tupoksi

- Banyak TPK yang belum memhami tupoksi

- Banyak TPK yang belum memhami tupoksi

- Pada Musim hujan sering terjadi tanah longsor

- Banyak masyarakat ekstrim yang kesulitan ekonomi, dan membutuhkan biaya
hidup

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap
pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.




3. Sebagian jalan desa banyak yaxig rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan
tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan

1. Harga Jual produk umkm rendah

2. Pedagang kecil kesulitan menjual pr;)duknya

3. Pasar Desa Sepi pengunjung

1. Kelompok seni membutuhkan peralatan seni

2. Warga sebanyak 120 KK belum mempunyai rumah layak huni

1. Jalan Dusun Jatiharjo Rusak

2. Jalan Dusun Kajar Rusak

3. Jalan Dusun Beji Rusak

4. Jalan Dusun Sumberwatu Rusak

5. Jalan Dusun Banyon Rusak

6. Jalan Dusun Bulu Rusak

1. Gedung SD Desa Pasekansebagian Rusak

2. Masih adanya balita stunting dan gizi buruk

3. peralatan posyandu belum standar




]

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana
Kantor Desa **)

Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa =)

Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan
dan Capil

- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

- Pendataan Penduduk Rentan (Difabel, Pengangguran, Anak Tidak
Sekolah, Anak Berkebutuhan Khusus dll)

- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
APBDes (Reguler)

- Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug
desa Non Reguler)

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa

dl)

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes

Perubahan, LPJ dll)

Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain
Perencanaan/Keuangan)

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi
Kepada Masyarakat

Pengembangan Sistem Informasi Desa

1

1

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &

Pembangunan Desa

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan

dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang

- Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman
Kontingen dlm Lomdes

- Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa
Persiapan

- Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Sertifikasi Tanah Kas Desa

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian
Registrasi Agenda Pertanahan)
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan

- Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
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BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko
Kabupaten Eromoko Yang Tersusun Dalam Rkp Desa Tahun 2023
Sepenuhnya Didasarkan Pada Berbagai Permasalahan Sebagaimana Tersebut
Dalam Rumusan Masalah Di Atas.

Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk
menanggulangi permasalahan di masyarakat,

seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain.
Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung
dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pasekan Secara
Detail Dikelompokkan, Sebagai Berikut:

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA
TAHUN 2023

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
- Pembinaan kelembagaan masyarakat

- Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- Pengelolaan tanah kas Desa;

- Pengembangan peran masyarakat Desa

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintaha Desa, program/kegiatan
yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTahun 2023 adalah
sebagai berikut :

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD
dan PPKD dll)

Penyediaan Tunjangan BPD

]

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,
Pakaian Seragam, Listrik dll)
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa

- Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat
Desa

- Penyediaan Honor Staf/ Operator Komputer Pemerintah Desa
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- Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa

- Kompensasi/Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/ kegiatan
yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah
sebagai berikut :

- Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman

Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa

- Pemeliharaan Sarana Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa

- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,

Taman Baca)

- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

- Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Non-Formal Bukan Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar,
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,
Insentif, KB, dsb)

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Klis Bumil, Lamsia,
Insentif)

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,
Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
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- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan
Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- Penyediaan/ Pemeliharaan Mobil Siaga/Ambulan Desa

- Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan
sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/ Apotek
Desa

- Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Kampung Keluarga
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- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman /Gang

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pemeliharaan Jembatan Desa

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
gorong/Selokan /Parit/Drainase dll)

- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa /Balai
Kemasyarakatan

- Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah /Petilasan Milik
Desa

Pemeliharaan Embung Milik Desa

Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa

**)

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan

Lingkungan Permukiman **)

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
Usaha Tani **) _

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan
Milik Desa **)

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa

(Gorong, selokan dll)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai

Kemasyarakatan **)

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik

Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Monumen /Gapura/Batas Desa **)

Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/Bronjong/ Talud/

Tanggul Desa**

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan
Tanah/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah
Tidak Layak Huni GAKIN

- Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air,
Penampung Air, Sumur Bor dll)

- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
(Pipanisasi dll)

- Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan,
Parit diluar Prasarana Jalan))

- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll

- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
(Penampungan, Bank Sampah, dll)

. v - - 1 [ = . L



- Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)

- Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik
Desa **)

- Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih
ke Rumah Tangga **)

- Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
**)

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK umum, dll **)

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan
Sampah **)

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air
Limbah **)

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman /Taman Bermain
Anak Milik Desa **)

- Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan J aringan Listrik/
Penerangan Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pemeliharaan Fasilitas
Jamban GAKIN

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik GAKIN

Pengelolaan Hutan Milik Desa

1

Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

Pelatihan /Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan
Kehutanan **)

Pembangunan Terasering Pada Daerah Rawan Longsor

- Dukungan penyelengaraan kegiatan Perhutanan Sosial

- Pemeliharaan Daerah Tangkapan Air dan Daerah Aliran Sungai
- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana
dan Prasarana Transportasi Desa **

- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana Prasarana
Transportasi/Terminal Desa

- Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan
Dokumerntasi Desa

- Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana
Energi Alternatif Desa
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- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Milik **)
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Desa/
Pokdarwis

Bidang Pembinaan Masyarakat.

Pada bidang Pembinaan Masyarakat, program/ kegiatan yang

direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai
berikut :

- Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa

- Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan /Ketertiban oleh Pemdes

Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan
Masy. Skala Lokal Desa

Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

1

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

Pelatihan /Penyuluhan /Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum

& Pelindungan Masy.

- Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman
Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas,

- Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil
Desa tkt. Kec/Kab/Kot)

Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan
Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dl)

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan
Kegamaan Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa s
Dukungan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong
Masyarakat Desa (BBGRM dlJ)

Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama
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Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Guru Agama

Pembinaan Pelestarian Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil
Desa tkt Kec/Kab/Kota
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa

1

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
Tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
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- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat
Desa

- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
Antar Desa

- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

- Pembinaan PKK
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

- Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, program/kegiatan yang
direncanakan pada dokumen RKP DesaTahun 2023 adalah sebagai
berikut :

- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

- Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam
Perikanan Darat Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan

Sungai/Kecil Milik Desa

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan /dll)

Bimtek/Pelatihan /Pengenalan TTG untuk Perikanan
Darat/Nelayan **)

Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan
Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa**
Bimtek/Pelatihan /Penyuluhan untuk Perikanan Darat/Nelayan

Pengadaan Sarana Prasarana Produksi Perikanan (Jaring, Mesin

Kapal dll)

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat

produksi/pengelolaan/penggilingan)

- Peningkatan Produksi Peternakan (alat
produksi/pengelolaan/kandang)

- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)

- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian/Peternakan

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi
Tersier/Sederhana

- Pemeliharaan Bendung Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/

Sederhana**
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bendung Desa
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Bimtek/Pelatihan /Penyuluhan untuk Pertanian/Peternakan

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor/ Sumur
Pompa untuk Lahan Pertanian
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

- Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

- Peningkatan Kapasitas BPD

- Peningkatan kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan

- Peningkatan kapasitas Tim Pengadaan Barang dan Jasa

- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang
Disabilitas)

Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan
Anak

- Pemberian Bantuan Sosial terhadap Kelompok Rentan (Difabel,

Pengangguran, Anak Tidak Sekolah, Anak Berkebutuhan Khusus
- Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM

- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah
dan Koperasi

- Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi
Pedesaan Non Pertanian

- Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa/Produk
Unggulan Kawasan Perdesaan

- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal
BUMDesa)

- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh
Pemdes)

- Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa
(menjadi aset desa)

- Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi
Perkembangan BUM Desa

- Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan

Awal BUMDesa Bersama)

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa

Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

]

Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan /Pendampingan kelompok
usaha ekonomi produktif

Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan /Pendampingan bagi Pengelola
Pasar Desa

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa,
program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTahun
2023 adalah sebagai berikut :



4.2

4.4

- Penanganan Keadaan Darurat

- Penanganan Keadaan Mendesak

BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa
Tahun 2020 - 2025 dengan memprioritaskan antara lain sebagai berikut ;
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Pembinaan kelembagaan masyarakat

Pembinaan lembaga dan hukum adat;

Pengelolaan tanah kas Desa;

Pengembangan peran masyarakat Desa

4.3 BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang
kegiatan yang meliputi:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa,;

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan

Darurat Lainnya.
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PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten
merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan
riil masyarakat Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Eromoko
Tetapi Pemerintah Desa Tidak Mampu Melaksanakan.

Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan
bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu
membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber
daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana
pendukung lainnya.

Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus
dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut
akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di
tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Pasekan
Yang Dipilih Secara Partisipatif Pada Forum Musrenbang Desa Dan
Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:




1. Pelatihan Peningkatan Produk unggulan desa

2. Pelatihan Pemasaran produk melalui marketplace dan internet

3. Event Promosi pasar desa

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
1. Pengadaan Peralatan kesenian

2. Pembangunan dan rehab RTLH

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
1. Pembangunan Aspal Dusun Jatiharjo RT 002

2. Pembangunan Aspal Dusun Tanjungsari RT 002
3. Pembangunan Aspal Dusun Bamban RT 002

4. Pembangunan Aspal Dusun Banyon RT 001

S. Pembangunan Aspal Dusun Bulu RT 002

6. Pembangunan Aspal Dusun Beji RT 002

IV. BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
: 1. Pembangunan Gedung SD Pasekan

2. Pembinaan dan penyuluhan pola asuh balita dan bahaya
stunting

3. Pengadaan peralatan Posyandu

4.5 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan
desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan
kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka
harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap
kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama
Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun
secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai
dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk
penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB
Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
e _ = _ = - ——Seyses xeae 0000000 ]




a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas

, Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun
berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan
perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan
Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak
Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten
Eromoko Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. 1.480.386.000.,- ( Satu
Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam
Ribu Rupiah.- Rupiah), Yang Bersumber Dari:

No. Uraian Target (Rp)
1. |Pendapatan Asli Desa 32.420.000
a. Hasil Usaha 32.420.000

b. Swadaya,
Partisipasi dan Gotong

c. Lain-lain
Pendapatan Asli Desa
yang sah

2. |Pendapatan Transfer

1.513.136.000

Kenianaoan

a. Dana Desa 824.778.000
b. Bagian dari hasil

pajak &retribusi 26.890.000
daerah kabupaten/

kota

C. AIGKRasT Dana 576.468.000
Desg

d. Bantuamn 85.000.000

e. Bantuan Provinsi

f. Bantuan
Kabupaten / Kota

3. |Pendapatan Lain lain

a. Hibah dan
Sumbangan dari pihak
ke-3 yang tidak
mengikat

b. Lain-lain
Pendapatan Desa yang
sah

JUMLAH

1.545.556.000

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1. Senilai Minimal 70% digunakan untuk:




No. Uraian Jumlah (Rp)
Bid. Penyelenggaraan

1. Pemerintahan Desa 845.476.960
5 Bid. Pembangunan
- |Desa 178.620.000
3 Bid. Pembinaan
" |Kemasyarakat Desa 97.000.000
: Bid. Pemberdayaan
" |Masayarakat Desa 70.000.000
Bid. Penanggulangan
S. Bencana, Keadaan 131.000.000
JUMLAH 1.322.096.960
2. Senilai Maksimal 30% Operasional penyelanggaraan pemerintahan
Desa:
No. Uraian Jumlah (Rp)

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala

1. IDesa dan Perangkat 345.000.000
Desa

Tunjangan dan
Operasional Badan

2. Permusyawaratan 35.000.000
Desa
JUMLAH 380.000.000
PROSENTASE %

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2) Pencairan Dana Cadangan;
3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4) Penerimaan Pinjaman
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
2) Penyertaan Modal Desa.



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERIN TAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

hasil sebagai berikut:

1). Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Pasekan Kecamatan Eromoko
Kabupaten Wonogiri dengan susunan keanggotaan:

. Pembina 2 Kepala Desa Pasekan

Ketua 3 DWI HARIYANTO

. Sekretaris ¢ SULIS YUNI ATWANTO

Anggota AGUNG SUPRIHANTO

TUNI

SUYANTO

EKO BUDIANTO

SULASTRI

SUTARMAN

EKSANUDIN

SUMIYARSI

an oo

R ERD -

2). Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagimana dimaksud di atas,
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO.
KABUPATEN WONOGIRI

Sekretaris/Notulis,,

Sl

( Triharyanti )

Mengetahui,
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MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

RKP DESA TAHUN 2023

DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

'Hari/Tanggal Senin, 13 Juli 2022
Jam 09.00 WIB- Selesai
Tempat Balai Desa Pasekan
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KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

a.

DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASEKAN

bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa

mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk
tim penyusun RKP Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim

Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Pasekan Kecamatan Eromoko
Kabupaten Wonogiri;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9539);




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
S7);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi

Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Repblik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);




19,

20.

2].

22,

23,

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 N omor
1203);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1424);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 138);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2017 Nomor 22);

Peraturan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun
2020 - 2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor 4,

Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 tahun 2021 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Pasekan Tahun 2021 Nomor 1);



31. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 3 tahun 2021 tentang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023

pada Tanggal 13 Juli 2022 yang bertempat di Balai Desa Pasekan
Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri.

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Kecamatan
Eromoko Tahun 2023, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran keputusan ini.sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA - Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU untuk:

KEDUA : 8. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan
Pembangunan Desa;
b. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
¢ menyusunan rancangan RKP Desa; dan
d.  menyusun rancangan daftar usulan RKP Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun tersebut Diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala

Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pasekan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasekan
pada tanggal 13 Juli 2022

A DESA PASEKAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN

NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO

TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASEKAN KECAMATAN

EROMOKO TAHUN 2023

NO NAMA JABATAN/UNSUR KEDUDUKAN DALAM
TIM

1| Sutaryo Kepala Desa Pasekan | Pembina
Sekretaris Desa

2| Dwi Hariyanto Pasekan Ketua
Pemberdayaan

3| Sulis Yuni Atwanto Masyarakat Desa Sekretaris
Perangkat Desa

4| Agung Suprihanto Pasekan Anggota
Perangkat Desa

S| Tuni Pasekan Anggota
Perangkat Desa

6| Suyanto Pasekan Anggota
Masyarakat Desa

7| Eko Budianto Wonogiri Anggota
Kader Pembangunan

8| Sulastri Desa Pasekan Anggota
Masyarakat Desa

9] Sutarman Pasekan Anggota
Masyarakat Desa

10| Eksanudin Pasekan Anggota
11| Sumiyarsi Unsur Perempuan Anggota

PALA DESA PASEKAN

(0
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BERITA ACARA

HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa Tahun 2023, di Desa
Pasekan Kecamatan Eromoko Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 26 September 2022

Jam : 09.00 WIB- Selesai

Tempat : Balai Desa Pasekan
telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 oleh tim
penyusun RKP Desa dengan hasil sebagai berikut:

L

W N

Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023
sebagaimana terlampir.

. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
- Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023

yang telah disusun oleh Tim Penyusun.

. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa

tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Pasekan, 26 September 2022




BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko

Kabupaten Eromoko Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Penyusunan Rkp Desa Tahun 2023, Maka
Pada Hari Ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 September 2022
Jam : 09.00 WIB- Selesai
Tempat : Balai Desa Pasekan

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-
wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana
tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam
membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi
1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;

2.Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya;

3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Sukatno dari Ketua BPD
Notulen : Tri Haryanti dari Sekretaris BPD
Narasumber : 1 Danang Erawanto,S.Sos dari Camat

2 Ike Budiarti dari Kasi PMD

3  Taufik Wal Hidayah dari PD

4 Dwi Santoso dari PLD

5 - dari -

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa

tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Disampaikannya Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;

2. Disampaikannya Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya;

3. Di sampaikannya Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

( Sulis Yuni Atwanto )




BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan
Desa tahun Anggaran 2023, di DesaPasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Eromoko Provinsi Jawa
Tengah Dalam Rangka Penyusunan Rkp Desa Tahun 2023, Maka Pada Hari Ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 September 2022
Jam : 09.00 WIB- Selesai
Tempat : Balai Desa Pasekan

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang
telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang
terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;

2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah  : Dwi Hariyanto dari Sekretaris Desa
Notulen : Eko Budiarto dari KPMD
Narasumber : 1 Danang Erawanto,S.Sos  dari Camat

2 Ike Budiarti dari Kasi PMD

3 Taufik Wal Hidayah dari PD

4 Dwi Santoso dari PLD

5 - dari -

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan
pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1. Dibahasnya Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Disepakatinya prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Disepakatinya Rancangan RKP Desa Tahun 2023
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

( Sulis Yuni Atwanto )



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko
Kabupaten Eromoko Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Penyusunan Rkp Desa Tahun 2023, Maka
Pada Hari Ini:

Hari dan Tanggal . : Kamis, 29 september 2022
Jam : 09.00 WIB- Selesai
Tempat : Balai Desa Pasekan

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP
Desa Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta
unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam
membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa
Tahun 2023 adalah:

A. Materi
1.Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2023;

2.Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2023; dan
3.Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : SUKATNO dari Ketua BPD
Notulen : TRI HARYANTI dari Sekretaris BPD
Narasumber : 1 DANANG ERAWANTO.S.Sc dari Camat

2 IKE BUDIARTI dari Kasi PPM

3 TAUFIK WAL HIDAYAH dari PD

4 DWI SANTOSO dari PLD

5 - dari -

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan
pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1.Disampaikannya Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2.Dibahas dan ditetapkannya RKP Desa Tahun 2023; dan
3.Disahkannya Dokumen RKP Desa Tahun 2023

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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Wakil Masyarakat

( SULIS YUNI ATWANTO )




